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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal

telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 06 April 1983, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, NIK. XXX
tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi ,

sebagai Pemohon |;

XXX, umur tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 28 April 2002, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, NIK. XXX
tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi ,

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il dan telah memeriksa

alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat permohonannya
tertanggal 10 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banyuwangi Nomor 1336/Pdt.P/2021/PA.Bwi tanggal 10 Nopember
2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut syariat Islam
di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal XXX yang menikahkan
bernama XXX dengan wali nikah bernama Buang (ayah kandung Pemohon
II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon | berstatus
sebagai Duda Cerai, sedangkan Pemaohon Il berstatus sebagai Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan nasab
atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun
perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagai suami
isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di
rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon | di XXX Kabupaten
Banyuwangi selama 1 tahun dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak
bernama :, bernama

a. XXX, umur 1 bulan

5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan
pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang
berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta
Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon | dan
Pemohon Il menikah;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan
pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh
Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan
Pemohon | dan Pemohon |l tidak tercatat pada Buku Register Nikah di

Kantor Urusan Agama tersebut ;
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8. Bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan

isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya
memperoleh buku nikah ;
9. Bahwa Pemohontidak mampu membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai
berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 20/10/2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon | dan Pemohon Il dari seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan Pemohon
Il datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon | dan Pemohon Il terlebih
dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Banyuwangi tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon | dan Pemohon II mohon agar
pernikahannya yang dilaksanakan tersebut dinyatakan sah dan mohon agar
Pemohon | dan Pemohon Il dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim akan memeriksa
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk berperkara secara Cuma-Cuma

(prodeo) dan berdasarkan Penetapan Sela tanggal 26 November 2021 Nomor
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1334/Pdt.P./2021/PA.Bwi., Hakim telah memberi izin kepada Pemohon | dan

Pemohon Il untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa setelah Hakim menjatuhkan Penetapan Sela tersebut,
pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya tersebut, Pemohon | dan Pemohon II mengajukan alat bukti
surat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-

masing berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXX nomor XXX
tanggal 20 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan
untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2021 dan Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX yang dikeluarkan untuk
wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juni 2021 Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXX0 dengan kepala keluarga XXX
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Agustus 2020 dan Fotokopi Kartu
Keluarga (KK) Nomor XXX dengan kepala keluarga Buang yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banyuwangi tanggal 17 Juni 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan
Agama Nganjuk tanggal 25 Januari 2017 Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon | dan

Pemohon Il juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :
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1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi
adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah
menikah pada tanggal 20 Oktober 2020;

- bahwa pada waktu menikah Pemohon | berstatus Duda Cerai dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il ;

- bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon Il dengan wali
orangtua Pemohon Il yang bernama Buang (ayah kandung Pemohon II)
disaksikan oleh 2 orang saksi bernama saksi sendiri dan Moh. Syafii
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dibayar tunai;

- bahwa terjadi ijab yang diucapkan oleh paman Pemohon Il (Buang) dan
kabul diucapkan oleh Pemohon I;

- bahwa pada waktu menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikabh;

- bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon II telah hidup rukun
sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang
mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pernah mengurus bukti nikah ke KUA
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan
mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran
perkawinan;

- bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon
| dan Pemohon Il serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta

Kelahiran anak-anaknya;
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2. XXX umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
XXX Kabupaten Banyuwangi . Saksi menerangkan bahwa saksi adalah
tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :

- bahwa benar Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri yang telah
menikah pada tanggal 20 Oktober 2020;

- bahwa pada waktu menikah Pemohon | berstatus Duda Cerai dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il ;

- bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon Il dengan wali
orangtua Pemohon Il yang bernama Buang (ayah kandung Pemohon 1)
disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Moh. Syafii dan Saksi Sendiri
dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dibayar tunai;

- bahwa terjadi ijab yang diucapkan oleh paman Pemohon Il (Buang) dan
kabul diucapkan oleh Pemohon I;

- bahwa pada waktu menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

- bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup rukun
sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai, dan telah
dikaruniai 1 orang anak ;

- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang
mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

- bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pernah mengurus bukti nikah ke
KUA XXX Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata
tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;

- bahwa maksud Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon
| dan Pemohon Il serta untuk mengurus kelengkapan administrasi Akta

Kelahiran anak-anaknya;
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Bahwa pada kesimpulannya Pemohon | dan Pemohon Il tetap pada

permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya
telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon | dan Pemohon Il telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il beragama Islam dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat
(2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3)
dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa perkara ini
merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
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Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan
kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa,

memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il mendalilkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah
menurut Syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Maret
2021 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf a dan
ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2),
dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa
Pemohon | dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing)
untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama

Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum atas
pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon | dan Pemohon Il pada tanggal
18 Maret 2021 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi tersebut

dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama
telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama
Banyuwangi tanggal 11 Nopember 2021 guna diketahui khalayak dan apabila
ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan
keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu
yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap

pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
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di Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo tidak
dilaksanakan mediasi karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini
dengan pembacaan surat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isinya
tetap dipertahankan Pemohon | dan Pemohon II

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bahwa pada
pokoknya, Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah dengan alasan
sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan demikian Hakim
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
diajukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e
Kompilasi Hukum Islam dan yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah
benar perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 18
Maret 2021di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan apakah
benar perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan
rukun perkawinan. Oleh karena perkara ini berkaitan dengan sahnya
perkawinan, maka Pemohon | dan Pemohon Il dibebani untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4
Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda
P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
XXX yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut
merupakan fotokopi dari akta-akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 3
ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Bea Meterai jo. Pasal 44 ayat (2) dan (3), Pasal 61 ayat (1), Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan jo. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa
bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian
karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon |
dan Pemohon Il tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian
sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal
147 dan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. jo. Pasal 1907, Pasal 1908, dan
Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. , Hakim berpendapat
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya saksi-saksi
dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun
oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon | dan
Pemohon Il tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama
sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi
bahwa lItsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan

dengan:

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
Hilangnya Akta Nikah;
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

2o o ow

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il telah diakui dan
terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana
bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3), telah mempunyai 1 orang
anak dan tidak pernah bercerai Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan
permohonan Pemohon | dan Pemohon IlI, bukti surat dan keterangan dua
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orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan
yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah orangtua Pemohon Il yang bernama
Buang (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi
masing-masing bernama Sugiyanto dan Moh. Syafii dengan mahar berupa
uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka
majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemaohon Il telah
dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada
halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon | dan Pemohon II
telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
membuktikan  dalil-dalil permohonannya dan pernikahan yang telah
dilaksanakan oleh Pemohon | dan Pemohon Il menurut tata cara syariat agama
Islam pada tanggal 18 Maret 2021 di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten
Banyuwangi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon I, dengan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut telah memenuhi syarat dan
rukun dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal
20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal
28 Kompilasi Hukum Islam serta Pemohon | dan Pemohon Il tidak melanggar
ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam serta hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari ‘Aisyah r.a. ia
berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

Joae saalisg g V] GV

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang
adil” .
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Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, Majelis Hakim perlu
mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab I'anatut Tholibin juz
IV halaman 254 :

aizso 555 6l ol e LS sgex Il (n9g
J_g.).‘ w.).bl.u.l_g ‘E’J_g 9= ()0 djo_g).nb_g

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan

syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon 1l telah dapat
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta
perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. karenanya Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il petitum angka 1

patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon
Il telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan
menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXX) dengan Pemohon I
(XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di XXX Kabupaten

Banyuwangi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4), serta
Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi
Hukum Islam, Hakim memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tertanggal 26 Nopember
2021 bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon | berstatus sebagai
Duda Cerai, sedangkan Pemohon Il berstatus sebagai perawan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh
karenanya kepada Pemohon | dan Pemohon Il dibebaskan untuk membayar

biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (XXX) dengan Pemohon I
(XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 di Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten
Banyuwangi;

4. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banyuwangi yang
dilangsungkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo pada hari ini
Jum'at, tanggal 26 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20
Rabiul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim
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Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon
II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 0,00
2. Biaya Proses Rp 0,00
3. Biaya Panggilan Rp 0,00
4. Redaksi Rp 0,00
5.Meterai Rp 0,00

Jumlah Rp 0,00

(nihil)
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